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PENETAPAN
Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Dpk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:
NAMA sebagai Penggugat;

melawan

NAMA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November

2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal

hari itu juga dalam register perkara Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Dpk, telah

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah
yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1993 di Kecamatan
Alamat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor:
177/85/V1/1993 tertanggal 22 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Alamat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama
yang beralamat di Alamat;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
pasangan suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 4 (empat) orang
anak masing-masing bernama:

1. Nama anak, (laki-laki), lahir di Jakarta, 10 Oktober 1994, umur 28 tahun;
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2. Nama anak, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 November 1998, umur 24
tahun;

3. Nama anak, (laki-laki), lahir di Jakarta, 12 November 2003, umur 19
tahun;

4. Nama anak, (perempuan), lahir di Jakarta, 11 April 2008, umur 14 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup

rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

1. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik,
bahkan Tergugat bersikan acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat,
sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman
lagi;

2. Disamping itu, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah
keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak
maksimal;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Agustus 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan
Tergugat pisah kamar. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami
isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak
tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan
terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat
(Nama);

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengawali
persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil,
selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan
Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah
menetapkan Drs. H. Yusran, M.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak.
Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 28
November 2022 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur
mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya Dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat
yang isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan
replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya
semula;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha
mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada

Penggugat dan Tergugat, kemudian pada persidangan tanggal 09 Januari 2023
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Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat akan rukun
kembali;

Bahwa, atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat
menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum
dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan
tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1)
PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan dan Majelis Hakim menasehati
Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat
secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan
Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk
pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan
Agama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
3701/Pdt.G/2022/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Depok pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Arwendi sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,,MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. Drs. Arwendi

Drs. M. Rusli S.H.,MH.
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Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag
Perincian Biaya Perkara :
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 130.000,00
Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 260.000,00
Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00

ogrpLDNE

6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 510.000,00
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